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ABSTRACT
Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan pembinaan merupakan tujuan utama dalam
menjalani masa hukuman. Dalam hal pembinaan terdapat penggolongan pembinaan. Hal ini mengacu kepada Pasal 12 ayat 1
Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu salah satu  pembinaan berdasarkan jenis kejahatan. Salah satu
kejahatan yang dilakukan oleh 12 warga binaan Lapas Kelas II Banda Aceh adalah Tindak Pidana Terorisme.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan  pembinaan terhadap narapidana terorisme di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, hambatan
dan kendala dalam pembinaan serta perkembangan terhadap narapidana terorisme yang menerima pembinaan.
Penelitian ini menggunakanan alisis data kualitatif dengan menggunakan  data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan
diperoleh dengan cara mewawancarai responden, sedangkan data  kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan
perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembinaan narapidana terorisme di Lapas Kelas IIA Banda Aceh sama  halnya dengan 
pembinaan yang diberikan terhadap  narapidana yang melakukan kejahatan umum (KUHP). Tidak ada perbedaan pembinaan yang
telah diamanatkan oleh Pasal 12 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu pembinaan berdasarkan jenis
kejahatan. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan pelaksanaan dari Pemerintah untuk pembinaan khusus terhadap narapidana
terorisme sebagai landasan serta payung hukum bagi petugas pembinaan dan kurangnya fasilitas sarana prasarana pendukung serta
kurangnya tenaga pembina kejahatan khusus, dalam hal ini kejahatan terorisme. Namun meskipun tidak ada pembinaan berdasarkan
kejahatan, pembinaan pada umumnya membuat para narapidana terorisme ini mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu 
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri serta berjanji tidak mengulanginya lagi tindak pidana terorisme bahkan tindak pidana
lainnya.
Disarankan agar Pemerintah  untuk mengeluarkan peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan pembinaan khusus terhadap
narapidana terorisme agar pembinaan yang diberikan lebih efektif dan sesuai dengan perintah Undang-Undang tentang
Pemasyarakatan. Disarankan juga kepada Kalapas untuk meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pembina dengan mengadakan
diklat atau penataran agar harapan pembinaan yang diinginkan tercapai.
